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Latar belakang penulis ini adalah mengenai Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Pada UPT Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang melipuiti
proses pengurangan dan penanganan sampah oleh Dinas Kebershan dan
Pertamanan Kota Samarinda.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif kualitatif dengan fokus yaitu Penanganan Sampah dengan indikator
Pemilahan Kembali Sampah, Pengumpulan Sampah, Pengangkutan Sampah,
Pengolahan Sampah dan Pemprosesan Akhir Sampah. Adapun metode
pengumpulan data menggunakan observas, wawancara dan penelitian arsip-arsip
secara dokumen yang ada pada Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Samarinda. Sumber data yang diperoleh menggunakan teknik purposive sampling
dengan key informan adalah Kepala Bidang Teknik Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Samarinda dan Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengawasan
Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Informan adalah Lurah, Ketua
Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Petugas
Kebersihan.

Kesmpulan dari hasil penelitian ini yaitu masih belum optimalnya
implementas kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam.
Baik pemerintah maupun masyarakat masih kurang berpartispas dalam
kewajiban pengelolaan sampah. Dan juga adanya masalah kurangnya anggaran,
kurangnya jumlah sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan, serta lemahnya
kepedulian masyarakat dalam pengel olaan sampah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Pengelolaan Sampah
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Pendahuluan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemleantdaerah
menetapkan otonomi daerah secara utuh pada daapaipdten dan daerah kota.

Sebagai konsekuensinya daerah otonom mempunyainkegyan dan kekuasaan

serta keleluasaan untuk melaksanakan kebijakan nmemspirasi masyarakat

selama tidak bertentangan dengan Pancasila damghuwtmlang Dasar 1945.

Tujuan pemberian otonomi daerah yaitu memungkindkaerah tersebut
dapat mengatur hak dan kewajiban daerah otonommuanrgurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai geraperundang-undangan
dalam meningkatkan hasil guna dan daya guna pemgdeaan pemerintah dalam
rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyardka pelaksana
pembangunan. Perubahan besar pada daerah otonog tggadi meliputi
perubahan struktur ekonomi, pola konsumsi, teknpkigtem nilai, sumberdaya
alam, dan yang terpenting adalah terjadi perubdisdgnwilayah dan lingkungan
hidup yang dipengaruhi oleh beberapa faktor arganaperkembangan penduduk,
tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungata penyesuaian terhadap
teknologi dan kebudayaan. Dalam hal ini faktor Kimggan sangat menjadi
perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis s&apaliatas penulis

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap upg@gngelolaan sampah di

Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungainimmda UPT Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda, dengampsan masalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Samipi&blurahan Sungai
Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang pada UPT [Me#ersihan dan
Pertamanan Kota Samarinda ?

2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat Implementésbijakan
Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sungai Pinang DElaramatan Sungai
Pinang pada UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan3&harinda ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan PengalolSampah di Kelurahan
Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang padaDilfas Kebersihan
dan Pertamanan Kota Samarinda.

2. Untuk mengetahui Faktor penghambat ImplemerKasijakan Pengelolaan
Sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamataggs Pinang pada
UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian
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Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bergwesuai dengan
sebagaimana berikut:
1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikamap®ahan
informasi ilmiah dalam studi Kebijakan Publik, sertnemberikan
kontribusi bagi pengetahuan, khususnya pengetalyaang terkait
dengan masalah Implementasi Kebijakan Pemerintalsaerah
mengenai Pengelolaan Sampah.

b. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang berk#pgan ingin
menggunakan hasil penelitian sebagai bahan perigari terkait
dengan pengelolaan sampah.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapainterikan sumbangan
pemikiran dan informasi sebagai evaluasi mengenglakpanaan
kegiatan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Kebersdrafertamanan
Kota Samarinda.

Teori dan Konsep
Implementasi K ebijakan Publik

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengsthali kebijakan
yang mengarah pada proses pelaksanaan dari susjakke. Dalam praktiknya
implementasi kebijakan merupakan suatu proses yeuifu kompleks bahkan
tidak jarang bermuatan politis dengan adanya ietesivberbagai kepentingan.
Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implemert@&sebut dapat dilihat
pada pernyataan yang dikemukakan oleh seseorangtatl kebijakan Daniel
Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino, 201139), mendifinisikan
Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan keputkshijpkan dasar, biasanya
dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dekeerintah-perintah atau
keputusan-keputusan badan peradilan.

Menurut Agustino (2012 : 129) implementasi merupakaatu proses
yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakuMdivitas atau kegiatan,
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatuylaasgjlsesuai dengan tujuan
atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Model Implementas Kebijakan Publik

Dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakablibbuerdapat
beberapa model implemntasi kebijakan. Menurut Vatevidan Van Horn (dalam
Indiahono, 2009 : 39) model implementasi kebijakaemiliki beberapa variabel
yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi daarfa kebijakan. Beberapa
variabel yang terdapat dalam Model Meter dan Hdaldah sebagai berikut:
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1) Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sdssvamkan pada dasarnya
adalah apa yang hendak dicapai oleh program athijakan, baik yang
berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengahpaajang.

2) Sumber daya menunjuk kepada sebesar berapa dukfimgasial dan sumber
daya manusia untuk melaksanakan program atau kabija

3) Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepaeleamsme prosedur
yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tppogmam. Komunikasi
ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: aphesering rapat rutin
diadakan, tempat dan waktu.

4) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjulhwa lingkungan dalam
ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksegalanmentasi kebijakan
itu sendiri.

5) Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksangadierariabel penting
dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratigisias dan responsif
terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapg sglapat ditunjuk
sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori-teori yang ada, maka definisi &ps®nal dari
penelitian implementasi kebijakan pengelolaan s&mpadalah kegiatan
penanganan sampah berdasarkan Peraturan DaerahSHotarinda Nomor 02
Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah yang beakelsimgan dan sistimatis
oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Kebersitean Rertamanan Kota
Samarinda serta partisipasi seluruh masyarakatragewjudkan Kota Samarinda
khususnya Kelurahahan Sungai Pinang dalam Kecanttagai Pinang yang
berwawasan lingkungan yang hijau, sehat dan bdesirsampah.

M etode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menentukaatsegang baik dalam
ilmu pengetahuan atau kemasyarakatan, mengembasgkanmenguji kebenaran,
dimana usaha tersebut dilakukan dengan metoddlogih dan dengan harapan
bahwa hasilnya akan menolong memecahkan masalahremperbaiki dengan
cara tertentu.

Sugiyono (2009 : 11) mengemukakan bahwa peneliteskriptif adalah
penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandpaitu tanpa membuat
perbandingan atau menghubungkan dengan variabel $&hingga berdasarkan
tujuan dan pendapat tersebut maka jenis peneld@am penulisan skripsi ini
adalah penelitian bersifat deskriptif.

Fokus Penelitian
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Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yaelgi derta tujuan
penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitiaadalah:

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di KeamaSungai Pinang
Dalam Kecamatan Sungai Pinang Dalam pada UPT Diedersihan dan
Pertamanan Kota Samarinda meliputi:

a. Pemilahan sampah

b. Pengumpulan sampah

c. Pengangkutan sampah

d. Pengolahan sampah

e. Pemrosesan akhir sampah

2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelol&ampah di
Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungan@iBalam pada UPT
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan narasumber yang dipitiblalui teknik

Purposive Sampling, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangamtery@ang

memberikan data secara maksimal serta tekotkdental sampling, yaitu terdiri

atas kelompok individual yang siap dan layasgidental sampling dalam hal ini

penggunaan jasa sehat terdiri dari semua orang iyangdiwawancarai. Sebagai
langkah pertama, peneliti memilkey informan, yaitu Kepala Bidang Penyuluhan
dan Pemberdayaan Masyarakat di kantor Dinas Kétaergian Pertamanan Kota

Samarinda, seriaforman yaitu:

1. Staff Pegawai kantor Dinas Kebersihan dan Pertamdfota Samarinda

dengan pertimbangan sebagai pelaksana teknisatidap.

Lurah Sungai Pinang Dalam

3. Masyarakat dengan kriteria :

a. Masyarakat yang tempat tinggalnya berada di sekéarpat Penampungan
Sementara (TPS).
b. Masyarakat yang memiliki tempat usaha.
c. Ketua RT setempat.
Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh dalanelp|an yang didapat
dengan cara melakukan tanya jawab dan pengamatanaskngsung atau
wawancara dan diperoleh melalui pertanyaan-pertanyang sesuai dengan
fokus penelitian yang dipersiapkan peneliti.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melaherapa sumber informasi
antara lain:

a. Dokumen-dokumen, laporan-laporan DKP, dan data ridymdukan dari
Kelurahan.

no
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b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan media massagyrelevan dengan
fokus penelitian
c. Internet

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2009 : 244), arsligita kualitatif
adalah proses mencari dan menyusun secara sisetadti yang diperoleh dari
hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasibdbhan-bahan lain sehingga
dapat mudah dipahami oleh diri sendiri dan oraing la
Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan mempergunakan analisis kudlitghitu dengan
mendeskripsikan serta menjelaskan data yang tdlgrodeh yang selanjutnya
dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarAyat analisis yang
dipergunakan adalah alat analisis model interdkilies dan Huberman (2007:16)
yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadirdamaan yaitu reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan atau kasifi
Has| Penelitian
Gambaran Umum L okas Penelitian

Kota Samarinda yang merupakan lbu Kota Provinsinkahtan Timur
memiliki topografi yang cenderung mendatar daretal di dataran rendah. Kota
Samarinda terletak pada ketinggian 7-25 meter g@a&mukiman laurt dan
berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 26 Tahun 1i8&fang penempatan batas
wilayah dan secara administratif Kota Samarindaniiild wilayah dengan luas
total 71.800 Ha.
Pemilahan Sampah

Pengumpulan sampah didefinisikan sebagai pemindabampah dari
sumber sampah (kawasan pemukiman dari kawasan gaegkn) ke tempat
pembuangan sementara (TPS) sampah. Pada sistemmuninnya dilakukan
menggunakan jasa petugas kebersihan lingkungarakdaelaan kegiatan ini
dikoordinasikan dengan Lurah, RW, RT, Karang Taruaa &rganisasi Pemuda.
Pengumpulan sampah yang dilakukan yaitu dengan patagas lingkungan
membawa gerobak mendatangi rumah penduduk selcarato door. Beberapa
kelurahan di Samarinda telah melakukan sistem seper
Pengangkutan Sampah

Menurut Sudrajat (2007 : 56), Pengangkutan sampidefinisikan
sebagai upaya pemindahan masa sampah dari Tempdtu&®egan Sementara
(TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Lokasi T#& mungkin berada di
dalam lingkungan sumber sampah. Namun, bila tidaknongkinkan maka harus
diupayakan lokasinya berada di Kecamatan. Setiaprkatan baiknya memiliki 1
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buah TPS 1.000-2.000 m yang dilengkapi oleh petepaio sampah menjadi
kompos.
Pengolahan Sampah

Pengolahan sebagaimana dimaksud dilakukan denganguimzh
karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yangasilkan di TPS/TPST dan
TPA.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs.s®lion selaku
Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyadikétantor Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda
Pemr osesan Akhir Sampah

Pemrosesan Akhir sampah yang dimaksud adalah dergaa
pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolebamedia lingkungan
secara aman.
Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat/kendala-Kangeng dihadapi
oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samadaldan upaya penanganan
Pengelolaan sampah di Kelurahan Sungai PinangnDaaitu masih adanya
masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam h#hkukan pemilahan sampah
kering dan sampah basah dan juga dalam hal waktbysngan sampah. Dimana
ketidakdisiplinan masyarakat dalam membuang sangzata tempatnya masih
sangat rendah. Belum lagi hambatan lain sepertiyanakat yang tidak mau
perduli akan akibat prilakunya dengan membuang ahnke parit ataupun ke
sungai.
Pembahasan
Pemilahan Sampah

Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-uné@amublik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Daéota Samarinda Nomor
02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, pertalngakg dilakukan adalah
pemilahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenpak, akan tetapi
pelaksanaan program tersebut belum terlaksana wdmg. Sebelum diangkut,
sampah harus dipilah terlebih dahulu berdasarkaus jsampah yang dapat
digunakan kembali atau tidak dan selebihnya sarbszhdijual kepada pemulung
atau dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang baru
Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Undangiagridepublik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Daéota Samarinda Nomor
02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dilaksdjak pemindahan sampah
dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sakepdiPA dengan tetap
menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenigabarakan tetapi di lapangan
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masih banyak terlihat warga yang membuang sammdk tpada waktu dan
tempatnya.
Pengangkutan Sampah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia serta tamadaerah Kota
Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaamp&h. Pengangkutan
sampah merupakan kegiatan membawa sampah dari sdarbatau dari Tempat
Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat PeminuAkba (TPA), akan
tetapi masih banyak kendala dalam pelaksanaantkaegmengangkutan sampah
tersebut, seperti masih kurangnya jumlah armadgareykut sampah yang dimiliki
oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samar8elain itu masih banyak
warga yang membuang sampah pada siang hari.

Pemrosesan Akhir Sampah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomdrab8n 2008
serta Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang IB&ege Sampah. Pemrosesan
akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalienpah dan/atau residu hasil
pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secaasa.gP@ngolahan sampah di
TPA pada umumnya ada dua jenis y&keen Dumping danSanitary Landfill.

TPA yang ada di Samarinda masih menggunakan siSfgm Dumping
atau masih dihamparkan di lahan terbuka. Sedangtenaturan yang ada
mengharuskan TPA yang ada menggunakan sisBamtary Landfill atau
menimbun sampah di area yang telah digali untukukianditutup dengan tanah.
Untuk itulah pembangunan TPA Sambutan telah diragnaantuk menggunakan
sistem Sanitary Landfill. TeknologiLandfill yang dikenal umum adalah sampah
dimasukkan ke dalam lubang, lalu bagian atas samiafbun tanah, selanjutnya
bagian atas timbunan tanah tersebut ditimbun laggdn sampah dan ditutup lagi
oleh tanah begitu seterusnya. Dengan demikian wsegdar lokasi TPA tidak
akan terganggu oleh bau yang menyengat dari sasgrapah tersebut.

Faktor Penghambat

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kkama Sungai
Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Pada UPT Dhiesersihan dan
Pertamanan Kota Samarinda belum mencapai hasilgimgal. Dalam perjalanan
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor Ohuma201l1 tentang
Pengelolaan Sampah, terdapat faktor pendukung eéaghpmbat yang berkaitan
dengan Implementasi Kebijakan tersebut. Adapun dfdlktor ini jika
dilaksanakan dengan baik tentu akan menjadi pemdukuagi Implementasi
Kebijakan Penanganan Pengelolaan Sampah tersebut.

Faktor-faktor tersebut menurut Edward Ill (dalamd@do, 2008 : 96)
yakni ; 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Dispodain 4) Struktur Birokrasi.
Komunikasi

422



Implementasi Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Kota Samarinda (Audya Dewintha)

Sehubungan dengan faktor Komunikasi dalam impléasermenurut
teori Edward Il (dalam Widodo, 2008 : 96) dijelask bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan mensyaratkan agar impleni@ntaengetahui apa yang
harus dilakukan.

Sumber Daya

Faktor sumber daya juga punya peranan penting dataplementasi
kebijakan, sumber daya tersebut meliputi sumberm dayanusia, sumber daya
keuangan, sumber daya peralatan (gedung, peratatieun cadang, tanah dan lain-
lain).

Faktor Sumber daya merupakan faktor yang sangatingemalam
implementasi kebijakan penanganan pengelolaan daragar dapat terlaksana
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah #éetaymitu bertujuan untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitakuinggn serta menjadikan
sampah sebagai sumber daya. Oleh karena itu sudayar sangat menentukan
supaya implementasi dapat berjalan dengan ef&d@iam implementasi kebijakan
pengelolaan sampah sumber daya yang dimaksudaalaiaa sumber daya
manusia yakni pegawai yang mengelola sampah, kelieen dana untuk
membiayai implementasi kebijakan pengelolaan samgeih dukungan sarana
prasarana untuk menjalankan implementasi prog&emua sumber daya tersebut
harus memadai dan saling menunjang satu sama d@n implementasi dapat
berjalan dengan efektif. Jika salah satu sumben dayang mendukung maka
implementasi Penanganan pengelolaan sampah tdakogptimal.

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02mraddl tentang
Pengelolaan Sampah telah dijelaskan bahwa penyeditsu pengadaan TPS,
pengangkut sampah dari TPS ke TPA termasuk merkgdgerobak sampah pada
tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan djbarmerupakan kewajiban
Pemerintah Daerah dan menjadi tanggung jawab Dikabersihan dan
Pertamanan Kota Samarinda dalam memberikan pelayk@pada masyarakat
khususnya dalam bidang pelayanan jasa.

Disposis

Selanjutnya faktor Disposisi. Edward Il (dalam Wb, 2008 : 96)
menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan laratik yang dimiliki oleh
implementator seperti  komitmen, kejujuran, sifaemokratis. Apabila
implementator memiliki  disposisi yang baik, diaaak dapat menjalankan
kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkah pembuat kebijakan. Ketika
implementator memiliki sikap atau perspektif yamgrbeda dengan pembuat
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan mgajadi tidak efektif.

Dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan dertgauannya
mewujudkan Kota Samarinda yang asri, bersih daatsemtunya masih belum
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sepemahaman dengan masyarakat Samarinda khususargh &kecamatan Sungai

Pinang Dalam. Berdasarkan data sekunder dari Ipesiklitian, hal tersebut

terindikasi dari budaya masyarakat yang masih beinenjalankan kebijakan

mengenai pengelolaan sampah tersebut. Masih baygyadampah yang terdapat
dilingkungan Kecamatan Sungai Pinang Dalam yangnbelikelola dengan baik
oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samaiihalea dapat disimpulkan
bahwa pada dasarnya komitmen yang dibangun oletasDKebersihan dan

Pertamanan Kota Samarinda dengan masyarakat agiddalyai salah satu bagian

dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah elutdhan Sungai Pinang

Dalam.

Keberhasilan implementsi kebijakan tidak hanyanditkan oleh sejauh
mana para pegawai pengelola Implementasi Kebijak@mgetahui apa yang harus
dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi diteariukiga oleh kemauan para
pegawai yang memiliki disposisi yang kuat terhadagbijakan yang sedang
dilaksanakan. Oleh karena itu Pimpinan dan peggada Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Samarinda harus memiliki kemauam kizsinginan serta
kecenderungan untuk melaksanakan pengelolaan akartgrsebut dengan
sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuam shsaran dari
implementasi kebijakan dapat tercapai.

Struktur Birokrasi

Faktor terakhir yang dibahas adalah struktur BaekrBerbicara tentang
birokrasi, bisa saja tidak dapat berjalan dengaktéf karena struktur birokrasi
yang ada tidak efisien. Struktur birokrasi sang&mpengaruhi implementasi
kebijakan pengelolaan sampah sebab meskipun stsubdrer daya yang ada
cukup memadai dan para pegawai mengetahui apaatgntana melakukannya
namun apabila struktur organisasinya tidak efisiaka tujuan dan sasaran tidak
akan efekitif.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan penmenarik
kesimpulan dari permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam proses penanganan sampah yang meliputi pebéshap mulai dari
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolamggdipemrosesan akhir
sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotearBaa. Diantara
tahapan-tahapan tesebut yang belum berjalan sewdesimal adalah tahapan
pengolahan sampah. Hal ini disebabkan minimnyasiogangolahan sampah
di Samarinda saat ini serta kurangnya anggaran yimgiki oleh Dinas
Kebersihan.
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2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kenmsilan Pertamanan
tentang pengelolaan sampah dikelurahan sungain®irdalam adalah
kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat m&ngesalah sampah
walaupun masyarakat telah mengetahui aturan tenpemgrtiban sampah
melalui berbagai macam kegiatan oleh Dinas Kebanstan Pertamanan Kota
Samarinda.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di ataska penulis
memberikan saran yang mungkin berguna bagi pihla&kplyang berhubungan
dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan perlu menambahknsgiists sosialisasi
kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yaikgdan benar tidak
hanya sesekali tetapi bisa dilakukan berkali-k@garamasyarakat menjadi
paham bagaimana mengelola sampah yang baik.

2. menganggarkan penambahan jumlah TPS/container ndamambah atau
memperbaiki armada pengangkutan serta menambalgasetebersihan di
Kota Samarinda khususnya Kelurahan Sungai PinarignDaeiring dengan
meningkatnya jumlah penduduk dan agar pengelolampah dapat berjalan
dengan maksimal.

3. Perlu adanya pengawasan secara langsung untuk da&nmasyarkat yang
diketahui dan tertangkap tangan sedang membuangabasembarangan atau
membuang sampah diluar ketentuan yang sudah ditgtapleh pemerintah
sehingga proses pengawasan aktivitas masyarakabuaeg sampah lebih
efektif dan efisien.

4. Dalam pengadaan sarana dan prasarana di bidangsikele sebaiknya
Pemerintah Kota Samarinda lebih memprioritaskarrata@tau lingkungan
yang cepat menghasilkan sampah atau dengan kataldarah yang jumlah
penduduknya lebih banyak.
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